
 

 

 

 

 

BUPATI MAGETAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  

NOMOR 100.3.4.2/ 4 /Kept/403.013/2024 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH  

KABUPATEN MAGETAN  

   

BUPATI MAGETAN, 

 

Menimbang : a.  bahwa Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain 

merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah 

dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan 

pemenuhan pelayanan publik ; 

  b. bahwa Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga 

merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah 

dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

percepatan pemenuhan pelayanan publik; 

  c.  bahwa Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah 

dengan Daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau 

lebih Daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaran 

urusan pemerintahan yang memiliki eksternalisasi lintas 

Daerah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih 

efisien jika dikelola bersama; 

  d.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata 

Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja 

Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga disebutkan bahwa 

Kepala Daerah menetapkan Tim Koordinasi Kerja Sama 

Daerah dengan keputusan Kepala Daerah; 

  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

SALINAN 



huruf a, huruf, b, huruf c, dan huruf d, dipandang perlu 

menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim 

Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Magetan;    

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang 

Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6219); 

  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 

  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 

Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah 

Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten 

Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini. 

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 

mempunyai tugas: 

a. menyiapkan dan mengkoordinasikan kerja sama daerah; 

b. menyusun pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah 

Lain  dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; 



c. memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah 

dengan Daerah Lain  dan Kerja Sama Daerah dengan 

Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah;  

d. menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama Daerah 

dengan Daerah Lain  dan Kerja Sama Daerah dengan 

Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah; 

e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan 

kerja Kerja Sama Daerah dengan Daerah, dan Sinergi 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari 

pemrakarsa; 

f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian 

Kerja Sama, kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama 

Daerah dengan Daerah Lain  dan Kerja Sama Daerah 

dengan Pihak Ketiga lainnya dan/atau Nota Kesepakatan 

Sinergi dan Rencana Kerja; 

g. memberikan rekomendasi Kepala Daerah untuk 

menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja 

Sama, kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama Daerah 

dengan Daerah Lain  dan Kerja Sama Daerah dengan 

Pihak Ketiga serta Nota Kesepakatan Sinergi; 

h. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan 

pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian 

permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang 

timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan 

Daerah Lain  dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga 

dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah; 

i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana 

Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain  dan Kerja Sama 

Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang 

membebani masyarakat dan daerah; dan 

j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan 

pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain  dan 

Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga serta Sinergi 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud 

pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati. 



KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran yang 

sedang berjalan. 

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati 

Magetan Nomor 188/11/Kept/403.013/2021 tentang 

Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten 

Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Magetan  

pada tanggal 10 Januari 2024 

 

 

Pj. BUPATI MAGETAN, 

TTD 

HERGUNADI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN 

NOMOR : 100.3.4.2/ 4 /Kept/403.013/2024 

TANGGAL : 10 Januari 2024          

 

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH  

 KABUPATEN MAGETAN  

NO 
KEDUDUKAN 

DALAM TIM 
JABATAN DALAM DINAS KETERANGAN / NAMA 

1. 

 

Pembina 

 

a. Bupati Magetan 

b. Wakil Bupati Magetan 

 

2. Ketua Sekretaris Daerah.  

3. 

 

Wakil Ketua I 

 

Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat  

 

4. Wakil Ketua II Kepala Badan Perencanaan, 

Pembangunan, Penelitian dan 

Perencanaan Daerah 

 

5. Sekretaris Kepala Bagian Tata 

Pemerintahan  

 

6. 

 

Anggota Tetap 

 

1. Kepala Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan 

Daerah. 

2. Kepala Bagian Hukum. 

3. 1 (satu) orang Analis 

Kebijakan Ahli Muda pada 

Bagian Tata Pemerintahan. 

 

 

 

 

Dwi Nurmaningsih, 

S.STP., M.Si 

 

7. Anggota Tidak 

Tetap 

1. Kepala Organisasi Perangkat 

Daerah yang melaksanakan 

kerjasama. 

2. Kepala Organisasi Perangkat 

Daerah yang terkait dengan 

pelaksanaan kerjasama. 

 

8. Staf Teknis 1 (satu) orang staf pada 

Bagian Tata Pemerintahan 

Yudha Indra Manggala, 

S.AP 

 

Pj. BUPATI MAGETAN, 

TTD 

HERGUNADI 


